
 
 

 
 

BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Solok Selatan adalah Kegiatan Pengadaan CASN tahun 2021 

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan oleh BKN dan terselenggara dengan aman tanpa 

ada sanggahan yang menyalahi aturan. Kegiatan ini dilaksanakan telah 

dengan izin dari Satgas Covid-19 pada daerah masing-masing dan 

dilapangan dilaksanakan telah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan 

peraturan BKN. 

2. Kendala–kendala  yang di hadapi dalam Mengimplementasi Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 

2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan 

adalah:  

a. Pengadaan CPNS tahun 2021 kurang efektif karena terdampak 

keadaan bencana nasional non alam wabah pandemi Covid-19. 

Menyebabkan ada beberapa peserta CPNS terinfeksi Covid-19. 

b.  Peserta calon pegawai negeri sipil tidak dapat mengikuti ujian sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 



 

 

c. Terjadinya server down mengakibatkan ujian tertunda selama kurang 

lebih 2 jam 

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengimplementasikan Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 

2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan 

adalah: 

a. Peserta yang terdampak Covid-19 segera memberikan laporan kepada 

panitia sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan. 

b. 2 orang peserta yang terdampak Covid-19 melakukan penjadwalan 

ulang oleh BKN. 

c. Seluruh peserta menunggu kurang lebih 2 jam diruang tunggu. 

B. Saran  

Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat 

bermanfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Agar Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Bagian Pengadaan Kabupaten Solok Selatan konsisten 

dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017  

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

2. Agar Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Bagian Pengadaan Kabupaten Solok Selatan 

memberikan informasi kepada peserta menjaga kesehatan, minum 

vitamin, makanan bergizi, menjaga jarak dengan peserta lain, mencuci 



 
 

 

tangan, memakai masker, dan cek suhu tubuh, untuk menghadapi ujian 

CPNS, sehingga dapat meminimalisir kendala yang timbul akibat 

bencana nasional non alam wabah pandemi Covid-19.  

3. Agar pihak BKN memberikan penjadwal ulang bagi peserta yang 

terifeksi Covid-19 untuk bisa mengikuti ujian kembali disampaikan 

melalui ID peserta disitus SSCASN.BKN. 
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